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Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun
ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan
negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan
minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.

Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang
menarik agar parainvestor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia
dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat
dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya
peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan
kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik,
agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh
terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.g. Direktorat Jenderal
Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan
objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam
penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secaralangsung dapat menaikan biaya
operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan
akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme
industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh
terhadap investas jangka panjang.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi
agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam mel aksanakan
aktivitasnya.

Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi
pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan perseps antar badan
Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor
Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas
direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan.
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